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Sebelas Desa
Dapat Teguran

Deadline SPj ADD
hingga Akhir Juli

- SUNGAI RAYA - Sedikitnya sebe-
las desa penerima alokasi dana desa
(ADD) tahun 2011 terancam bakal
diproses ke Inspektorat. Ini akan ter-
jadijikamerekatidaksegeramenyam-

- paikan laporan pertanggungjawaban
ADD tersebut ke Badan Pember-
dayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa (BPMPD) Kubu Raya.

"Sekarang ini masih ada sekitar
sebelas dari 20 desa yang belum me-
nyampaikanlaporannya. Nama-nama
desa tidak bisa kita sebutkan dan itu
masih bersifat rahasia. Sebab, masih
ada itikad baik aparatur desa dalam
menuntaskan laporannya,” ungkap
Fauzi Kasim, kepala BPMPD, Senin
(16/7) di Sungai Raya. “Yang pasti,
desa-desatersebutmasukdalam LHP
BPK RI tahun anggaran 2011 dan
disampaikan tahun 2012 ini kepada
kita,” timpal dia.

Menurutnya, meskipunbelumme-
nyampaikanlaporan SPj, namunsebe-
las desa tersebut memiliki itikad baik.
Buktinya, ditambahkan dia, aparatur
desanya sangat rajin melakukan
konsultasikepadaBPMPD KubuRaya
terkait pemakaian dana ADD 2011.
"Mereka memang diperintahkan
sampai akhir Juli tahun 2012 menun-
taskanlaporanpengunaanADDtahun
2011. Kalau tidak disampaikan, pasti
ada implikasi. Misalnya ADD tahun
2012 tidak dicairkan. Dan tentu saja
itu akan menghambat kepada proses
pemerintah desa,’ ujarnya.

Kalau persoalannya ke proses
pencairan, lanjutnya, sah saja dan
tidak menimbulkan problem di ke-
mudian hari. Namun, ditambahkan
dia, jika laporannya masuk ke review
Inspektorat, tentuakanmenimbulkan
problem bersama. Yang dikhawatir-
kan, menurut dia, jika diteruskan ke
aparat penegak hukum, maka akan
menjadi masalah tindak pidana. "Itu
yang kita wanti-wanti. Makanya kita
mintadiawal, pertengahan atauakhir
Juli,untukSPjADDharussudahtuntas
semua,” tandasnya.

Fauzi yang sebelumnya menjabat
sebagai kepala Dinas Parbudpora
menambahkan mengenai pencairan

~ ADD tahun 2012 memang masih ber-
variatif. Menurutnya, sekitar 60 persen

‘desa selalu melakukan konsultasi.

Itupun, ditambahkan dia, menyang-
kut sebagai salah satu syarat sebelum
proses pencairan direkomendasikan
keDPPKAD. “Untuksaatinisudahada
sekitarpuluhan desasiapmencairkan
ADD. Soal pencairan, kita memang
tidak tahu. Sebab, ranah sepenuhnya
berada di DPKKAD),” tuturnya.

Namun dia memastikan bahwa
untuk batas waktu proses pencairan,
tetap pada akhir Juli ini. Sementara
untuk mengajukan pencairan, dita-
mbahkan dia, dilakukan pengajuan
dengan format sebelumnya. BPMPD,
menurut dia, hanya memberikan
batas waktu agar proposal ajuan
cepat cair. Bahkan, diungkapkan dia,
salah satu desa di Kecamatan Sungai
Kakap sudah melampirkan porposal
sejakawal. " Alhamudillahurusannya
lancar. Apalagi ADD tahun 2012 ini
adalah pencairan tahap pertama,’
ucapnya. -

Fauzi Kasim

Sebelumnya Panitia Kerja (Panja)
LHP BPK-RI mencatat belanja Ban-
tuan Keuangan ADD yang belum
dapatdipertanggungjawabkanadalah
sebesar Rp1.739.700.000. "Ini juga
catatan, tetapi kami Panja sudah
Klarifikasi. Kamiberharap catatan BPK
RI ini segera dituntaskan,” kata Jupri,
belum lamaini.

Katanya, dalam belanja bantuan
ADDtahun2011, dianggarkankepada
106 desa di sembilan kecamatan di
Kubu Raya. Dari anggaran itu, menu-
rut dia, tidak ada realisasi ke Desa
Sungai Nipah di Kecamatan Teluk
Pakedai, kemudian Desa Bemban,
Desa Dabong (Kubu), serta Desa
Permata (Terentang), karenatidakada
pengajuan proposal. Kemudian, dia
menambahkan, pemeriksaan BPKRI
lebihlanjutmenunjukkan penyaluran
ADD tahap satu, terdapat lima desa
belum menyampaikanbuktipertang-
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